
 

 

 

 

WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2021-2026; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang 
Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang 

Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat 

II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALI KOTA SAMARINDA 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 

2021-2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Samarinda. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu 

Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda 
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Perangkat 

Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.  

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.  

9. Rencana Strategis PD  yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen 
perencanaan PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun 

10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan  daya saing Daerah 

sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.  

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan  

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan Visi.  

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

waktu 5 (lima) tahunan. 

14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 
Pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 

penjabaran Strategi.   

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.  
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Pasal 2 

RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan berdasarkan asas:  

a. kepastian hukum; yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan 
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam 

setiap kebijakan Penyelenggara Negara; 

b. tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, 

keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara; 

c. kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum 

dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; 

d. keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 

asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara; 

e. proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak 

dan kewajiban Penyelenggara Negara;  

f. profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan 

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

g. akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB II 

RPJMD TAHUN 2021-2026 

 

Pasal 3 

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program 

Wali Kota dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara. RPJMD memuat tujuan, 

sasaran,strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, 

serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 

 

Pasal 4 

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika terdiri atas: 

BAB I   : PENDAHULUAN; 

BAB II   : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

BAB III    : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV    : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; 

BAB V   : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN; 

BAB VI    : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

    DAERAH; 

BAB VII   : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM  

    PERANGKAT DAERAH; 
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BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan 

BAB IX  : PENUTUP. 

 

(2) Uraian sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 5 

RPJMD Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai: 

a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra; 

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan 

c. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah.  

 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

(1) Wali Kota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan 

bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah 

Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang 
Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional. 

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB IV 

PERUBAHAN RPJMD 

 

Pasal 7 

(1) Perubahan RPJMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Daerah. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda  

                                  pada tanggal 26 Agustus 2021        

WALI KOTA SAMARINDA, 

 

                ttd 

 

         ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 26 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

 
                          ttd 

        SUGENG CHAIRUDDIN 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 21. 

       
      Salinan sesuai dengan aslinya 

  Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

            Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 

          EKO SUPRAYETNO, S.Sos. 
         NIP. 196801191988031002 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN 

TIMUR: 64.72/I/18/2/2021 



 

 

PENJELASAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA   

NOMOR TAHUN 2 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SAMARINDA  

TAHUN 2021-2026 

 

I. UMUM 

RPJMD Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan Kota 
Samarinda untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan 

sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Samarinda 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat. 

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 
Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas 

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 5 (lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD 
dan RPJMN. 

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan 
sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2021-2026 

 

II. PASAL DEMI PASAL   

  Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

 Pasal 3 

        Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 
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Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7. 
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